MENTERI PERHUBUNGAN

REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : a.

-

Mengingat

ok st Tl fimatvasars ru RweLiveg fewvers K3 13

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR KM 15 TAHUN 2007
TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN
TALLY DI PELABUHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN,

bahwa sebagai peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah
Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan di Perairan, ditetapkan
Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.15 Tahun 2002 tentang
Penyelenggaraan dan Pengusahaan Tally Di Pelabuhan;

bahwa dalam rangka meningkatkan peranan dan independensi
kegiatan tally dan menunjang sistem informasi muatan yang lebih
akurat guna mendukung pola  perdagangan  domestik dan
internasional  yang efektif, efisien serta kompetitif, perlu
dilakukan penataan terhadap penyelenggaraan dan pengusahaan
tally di pelabuhan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a
dan huruf b, perlu menyempurnakan pengaturan mengenai
penyelenggaraan dan pengusahaan ftally di pelabuhan, dengan
Peraturan Menteri Pehubungan;

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 98, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3493);
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c. Pelabuhan lokal yang merupakan pelabuhan pengumpan
tersier,;
Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor
69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan atau peraturan
lainnya yang berlaku.

(6) Perusahaan angkutan laut nasional, perusahaan bongkar muat,
perusahaan ekspedisi muatan kapal laut dan perusahaan jasa
pengurusan transportasi yang melakukan kegiatan tally
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) tidak diperlukan
izin usaha tersendiri sebagaimana dimaksud dalam ayat (2),
karena kegiatan tally yang dilakukan oleh perusahaan dimaksud
telah melekat pada izin usaha pokoknya.

(7) Bagi perusahaan yang melakukan kegiatan tally sebagaimana
dimaksud dalam ayat (6) harus memenuhi persyaratan memiliki
peralatan dan tenaga kerja ahli di bidang tally sebagaimana diatur
dalam ayat (2) huruf d dan huruf f.

Pasal 8

(1) Pelaksanaan kegiatan tally yang merupakan kewajiban
(mandatory) bagi semua kapal yang melakukan kegiatan bongkar
muat barang dari dan ke kapal di wilayah kerja pelabuhan
sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan berdasarkan
kesepakatan bersama antara Asosiasi Penyedia dan Pengguna
Jasa Tally di pelabuhan setempat.

(2) Perusahaan Angkutan Laut Nasional dan Agen Pelayaran waijib
menggunakan jasa tally yang dialokasikan di dermaga dan/atau di
tempat berlabuh kapal yang telah ditetapkan di pelabuhan,
selama kapal melakukan kegiatan bongkar muat barang.

(3) Penetapan lokasi kegiatan usaha tally sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) berdasarkan surat keputusan Administrator
Pelabuhan/Kepala Kantor Pelabuhan setempat, setelah
mempertimbangkan jumlah (volume) arus barang dan jumlah
perusahaan tally di pelabuhan setempat, kondisi fasilitas sarana
dan prasarana dan mendapatkan rekomendasi dari Asosiasi
Perusahaan Tally di pelabuhan setempat.
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BAB V
TATA CARA PERMOHONAN IZIN USAHA

Pasal 9

(1) Permohonan izin usaha tally sebagaimana dimaksud pada Pasal
7 ayat (2), diajukan kepada Gubernur, bagi Badan Hukum
Indonesia yang khusus didirikan untuk usaha itu, menurut contoh
dalam Lampiran | Peraturan ini.

(2) 1zin usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan oleh
Gubernur Provinsi setempat atas nama Menteri Perhubungan
sebagai pelaksanaan tugas dekonsentrasi, menurut contoh pada
Lampiran |l Peraturan ini, setelah mendapatkan rekomendasi dari
Administrator/Kepala Kantor Pelabuhan serta rekomendasi
Asosiasi Tally di pelabuhan setempat.

(3) Pejabat pemberi izin usaha tally sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2), wajib melaporkan secara berkala izin usaha tally yang
dikeluarkan, kepada Direktur Jenderal.

(4) Persetujuan atau penolakan atas permohonan izin usaha
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dalam jangka
waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah
permohonan diterima secara lengkap.

(5) Dalam hal permohonan izin usaha ditolak oleh pejabat pemberi
izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), wajib memberikan
jawaban tertulis dengan alasan penolakan, menurut contoh pada
Lampiran Ill Peraturan ini.

(6) Permohonan yang ditolak sebagaimana dimaksud dalam ayat (4),
dapat diajukan kembali setelah permohonan memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).

Pasal 10

Perusahaan pemegang izin usaha dapat melakukan kegiatan tally
di semua pelabuhan sesuai dengan pemenuhan persyaratan
modal usaha, peralatan dan tenaga ahli dalam wilayah provinsi
yang bersangkutan dan berlaku selama perusahaan yang
bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.
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